
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.410, 2012 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Tata Cara. 
Penilaian. Ganti Rugi. Tanaman Hasil 
Rehabilitasi Hutan.  

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.18/Menhut-II/2012 
TENTANG 

TATA CARA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL  
REHABILITASI HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN  

DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan pemberian izin penggunaan kawasan 
hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan 
terdapat kawasan hutan yang telah direhabilitasi 
dengan anggaran Pemerintah yang terganggu tegakan 
hutannya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian 
negara; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara 
Penilaian Ganti Rugi Tanaman Hasil Rehabilitasi 
Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan dan 
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3687); 
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2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4947); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5112); 
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8.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
98/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penilaian 
Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber 
Daya Alam; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  P.70/Menhut-
II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan; 

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan; 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  P.18/Menhut-
II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA 

CARA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL 
REHABILITASI HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN KAWASAN 
HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN 
HUTAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Nilai tegakan hutan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan 

Hasil Produksi. 
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2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan 
untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan  tanpa mengubah fungsi 
dan peruntukan kawasan hutan.  

3. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian 
kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan 
di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan 
kawasan hutan tersebut. 

4. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan 
hutan menjadi bukan kawasan hutan.  

5. Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, 
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya 
dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem 
penyangga kehidupan tetap terjaga. 

6. Penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai adalah 
upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan 
fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas, 
dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan 
tetap terjaga. 

7. Pemeliharaan I adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan dan 
meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan 
jenis tanaman, dan pengayaan tanaman pada tahun ke-1.  

8. Pemeliharaan II adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan 
meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan 
jenis tanaman, dan pengayaan tanaman pada tahun ke-2. 

9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kehutanan. 

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan. 

BAB II 
TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 
Penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat penggunaan 
kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan bertujuan 
untuk menghindari terjadinya kerugian negara karena terganggunya 
tegakan tanaman hasil rehabilitasi hutan yang didanai dari anggaran 
Pemerintah sebagai akibat pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan 
perubahan peruntukan kawasan hutan. 
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Pasal 3 
Sasaran penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat 
penggunaan kawasan hutan  dan perubahan peruntukan kawasan hutan 
meliputi : 

a. kawasan hutan yang dibebani izin penggunaan kawasan hutan oleh 
Menteri Kehutanan; 

b. kawasan hutan yang ditukar menukar dengan areal lainnya yang telah 
mendapat persetujuan Menteri Kehutanan; dan/atau 

c. kawasan hutan yang dilepaskan menjadi bukan kawasan hutan yang 
telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. 

BAB III 
METODA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN  

HASIL REHABILITASI HUTAN 
Pasal 4 

Metoda penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan dilakukan 
dengan :  

a. memperhitungkan nilai tegakan hutan ditambah dengan biaya 
investasinya; atau 

b. memberikan kompensasi dengan melakukan penanaman pohon di areal 
lainnya. 

Pasal 5 

Ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a, diperhitungkan dengan formula : 

NGR = NT + BI 

 NT = {(HK x V) (1+r)n }  
BI = { (P + B + T + M1 + M2 + G + E) (1+s)m} 

Dalam hal ini : 
NGR =  nilai ganti rugi tanaman  

NT =  nilai tegakan hutan  
HK  = harga patokan kayu dari Menteri Perdagangan yang berlaku 
V  =  volume kayu dihitung berdasarkan hasil survei dan dapat 

menggunakan tabel volume kayu yang berlaku  
BI  =  biaya investasi 

r, s =  suku bunga 
n, m =  jumlah tahun 
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